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READINESS OF TRANSFER IMPLEMENTATION OF LAND AND BUILDING 
TAXES OF RURAL AND URBAN AREAS AS LOCAL TAXES  






Penelitian ini didasarkan oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam 
melaksanakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) sebagai pajak daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat dalam persiapan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 
sebagai pajak daerah di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang 
terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sudah siap untuk mengelolah 
PBB-P2 ini. Dalam proses pengalihan ini tentu terdapat faktor-faktor pendukung 
dan juga faktor-faktor penghambat dalam persiapan pelaksanaan pengalihan 
PBB-P2. Akan tetapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone bekerjasama 
dengan pihak-pihak terkait senantiasa melakukan upaya terbaik untuk 
menjadikan proses pengalihan dan pengelolaan PBB-P2 berjalan baik, sukses 
dan lancar. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan Pengalihan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan, Pajak Daerah. 
 
The research is based on the issuance of law number 28, 2009 about local taxes 
and levies. The research purposes to ascertain the extent of readiness by local 
government of Bone to implement transfer of land and building taxes of rural and 
urban areas as a local tax and to determine the factors that become supporters 
and resistors in preparation for the transfer of land and building taxes of rural and 
urban areas as a local tax in Bone district. The research uses data collection 
technique such as library research and field research consisting of interview and 
documentation. The result shows that local government of Bone was ready to 
manage the land and building taxes of rural and urban areas. In this transfer 
process, absolutely there are proponent and obstacle factors. But the department 
of local revenue in Bone district  in cooperation with relevant parties constantly 
does the best efforts to create the transfer process and management of land and 
building taxes of rural and urban areas goes well, successfully, and smoothly.  
 
Keywords: transfer implementation, land and building taxes of rural and urban 
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1.1. Latar Belakang 
Pemerintah dan wakil rakyat menunjukkan kesungguhan untuk 
melaksanakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan 
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, ditandai dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 15 
Oktober 2004. 
Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan 
sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dan urusan pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah tentunya harus disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan sumber pembiayaan. Dan salah satu hal yang sangat memengaruhi 
jalannya pemerintahan pada otonomi daerah yaitu masalah pembiayaan itu 
sendiri.  
Dalam hal penanggulangan masalah tersebut, pemerintah pusat 
mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan 
otonomi daerah. Kebijakan fiskal ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
pengelolaan pemerintah secara mandiri ketika pemerintah daerah 
memaksimalkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan dari daerahnya 





diberikan kewenangan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang 
ada di daerahnya dalam meningkatkan sumber pembiayaan pada daerah yang 
bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting atau yang dikenal 
dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya 
adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi menjadikan 
kekuasaan daerah terletak pada kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya, 
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. 
Tujuannya antara lain yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemeritah 
kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol 
penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan 
persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Sidik, 
2002:1). Kewenangan yang lebih besar ini tentu akan membutuhkan biaya yang 
begitu besar. Namun diharapkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan, 
pemerintah daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
sumber pendapatan asli daerah yang paling utama di pemerintah daerah adalah 
pajak daerah dan hasil retribusi daerah.  Dalam upaya menyederhanakan  dan 
memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah 
agar tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta 
memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah maka telah terbit Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
yang biasa juga disebut sebagai Undang-Undang PDRD. Secara garis besar 





retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, menaikkan 
tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan diskresi 
penetapan tarif pajak daerah kepada daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh 
pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pasal 
182 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan 
bahwa pelimpahan pengelolaan PBB-P2 paling lambat tahun 2014 akan 
dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah.  
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang 
dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya 
diberikan/dibagihasilkan kepada pemerintah daerah (Departemen Keuangan, 
2009). Pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya yaitu 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pemerintah daerah akan menerima 
penerimaan PBB sebesar 90% yang akan dibagi kepada pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota. Hal tersebut dijelaskan pula pada Peraturan Kementerian 
Keuangan Nomor 90 tahun 2008 pasal 2 ayat 2: 
Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90% (sembilan 
puluh persen) dibagi dengan rincian: 
a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang 
bersangkutan; 
b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk 
kabupaten/kota yang bersangkutan; 
c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. 
 
Berlakunya Undang-Undang PDRD membuat pemerintah daerah 





tanpa perlu dibagi ke daerah lain dan provinsi. Hal tersebut tentu membuka 
peluang tambahan penerimaan dari PBB-P2 sebesar 35,2%. 
Agar pengalihan PBB-P2 ini dapat berjalan dengan baik maka untuk 
melakukan pangalihan PBB-P2 diperlukan persiapan yang matang yang harus 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebagaimana yang 
termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 213/PMK.07/2010 – Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 
Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, dalam rangka pengalihan 
kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut pemerintah daerah bertugas dan 
bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana; struktur organisasi 
dan tata kerja; sumber daya manusia; peraturan daerah, peraturan Kepala 
Daerah, dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor 
Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah; serta pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. 
Melihat begitu banyaknya hal-hal yang harus dipersiapkan oleh 
Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pengambilalihan PBB-P2 ini serta 
adanya batasan waktu dalam persiapan tersebut, maka pemerintah daerah perlu 
menyusun perencanaan yang baik dan matang guna menjamin agar persiapan 
pengalihan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Dengan 
persiapan yang baik dan matang, maka besarnya potensi PBB-P2 menjadi 
terealisasi sehingga akan semakin meningkatkan perolehan pajak daerah dan 
akan menjadi salah satu kekuatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
akan menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat 
dioptimalkan dalam mengembangkan daerah yang bersangkutan. Besarnya 
potensi dan peran PBB-P2 ini dalam menjalankan otonomi daerah khususnya 





komponen yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam 
pengelolaannya, maka penulis akan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dan 
berpengaruh bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bone dalam mengoptimalkan persiapan dan pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Kesiapan Pelaksanaan Pengalihan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah di 
Kabupaten Bone”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada 
Pemerintah Daerah akan memberikan pengaruh tata kelola dalam pemungutan 
pajak daerah. Dilatarbelakangi dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kesiapan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kabupaten 
Bone yang berkaitan dengan persiapan mengenai peraturan pengelolaan 
PBB-P2, kerjasama dengan pihak terkait, sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2, struktur organisasi dan tata kerja, 
sumber daya manusia, sosialisasi yang dilakukan dan penyediaan dana? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 
persiapan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 





1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah 
di Kabupaten Bone yang berkaitan dengan persiapan mengenai 
peraturan pengelolaan PBB-P2, kerjasama dengan pihak terkait, sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2, struktur 
organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, sosialisasi yang 
dilakukan, dan penyediaan dana yang dibutuhkan. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam persiapan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kabupaten 
Bone. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis 
maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. 
1. Aspek teoritis 
Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuaan khususnya di 
bidang perpajakan. 
b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam 






2. Aspek praktis 
Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka persiapan dan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2), sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi 
penerimaan dari PBB-P2 ini dalam menopang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). 
b. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat 
Kabupaten Bone tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dalam mensukseskan persiapan dan 
pengelolaan PBB-P2 ini nantinya. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan 
penelitian. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum 
yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian 
ini dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, kehadiran 





pengumpulan data, teknik analisa data, hingga tahap-
tahap penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan 
informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi 
kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil 
analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan 
kesimpulan dan saran penelitian ini. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran 
dari penelitian ini bagi Pemerintah Kabupaten Bone, 






2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 
2.1.1.1. Otonomi Daerah 
Untuk menjelaskan mengenai otonomi daerah dan prinsip 
penyelenggaraannya, maka paling tidak ada dua undang-undang yang bisa 
dijadikan dasar. Kedua undang-undang tersebut (Rangkasa dan Zainudin, 2012), 
yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
yang menyebutkan bahwa, ”otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Otonomi daerah berpijak pada perundang-undangan yang kuat (Farida, 
2011:342-343), yaitu sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar 
Sebagaimana telah disebutkan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 
landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 
menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. 
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) 





undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 
pasca-amandemen mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam Bab 
VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah tertulis 
secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 
b. Ketetapan MPR-RI 
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah menyebutkan, Pengaturan, Pembagian, Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 
dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
c. Undang-Undang 
Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 
prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 
mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam 
UU No. 22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, 
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, 
mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Akan tetapi, karena dianggap tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan otonomi daerah, aturan baru pun dibentuk untuk 
menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan dasar dalam 






1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 
aspek madani, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman 
daerah. 
2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan 
bertanggung jawab. 
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah 
kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan 
otonomi yang terbatas. 
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 
daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota 
tidak ada lagi wilayah administrasi. 
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 
fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi 
pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam 
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintah. 
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari 
pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah 
kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta 
sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 





2.1.1.2. Desentralisasi Fiskal 
Farida (2011:128) menyatakan bahwa: 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi 
perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter 
untuk mengatur jumlah uang beredar, tetapi kebijakan fiskal lebih 
menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. 
 
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun desentralisasi fiskal itu mengenai 
kebijakan fiskal yang diserahkan kepada daerah otonom. 
Farida (2011:348-349) menyatakan bahwa: 
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari 
APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan Negara, yaitu untuk 
mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan 
memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, 
kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan 
kemampuan keuangan antardaerah yang sepadam dengan besarnya 
kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. 
 
Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada 
pemerintah daerah adalah (Farida, 2011:349): 
a. sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “kue 
nasional”, baik vertikal maupun horizontal; 
b. suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah 
dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan 
keuangan Negara dan manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh 
rakyat di daerah yang bersangkutan. 
Kebijakan desentralisai fiskal terakhir diubah dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam undang-undang ini, 





1. Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list 
system menjadi closed-list system. Salah satu pertimbangan penerapan 
closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat 
dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar, 
serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat 
memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam 
Undang-Undang. 
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang 
perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment), melalui 
beberapa kebijakan, yaitu: 
a. memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, 
seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin 
Gangguan; 
b. menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak 
Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi 
Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; 
c. menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak 
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan 





d. memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali 
Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk 
menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di 
daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum 
yang tercantum dalam UU 28/2009. Kewenangan yang lebih luas di 
bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya 
penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari 
adanya perubahan open-list system menjadi closed-list system. 
3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 
melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang 
lebih pasti, serta kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. 
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan 
mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan 




2.1.2.1. Pengertian Pajak 
 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, “Pajak adalah 
kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 






Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 
Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2.1.2.2. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek 
Dalam hal ini pajak dapat ditinjau dari beberapa aspek (Waluyo, 2009:3-
6) yaitu dari aspek ekonomi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosiologi. 
a. Aspek ekonomi 
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 
mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak 
sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. 
b. Aspek hukum 
Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan 
yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini  dijalankan 
secara ketat, peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh 






c. Aspek keuangan 
Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan 
negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara 
tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas 
bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona 
penerimaan negara. 
d. Aspek sosiologi 
Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu 
menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan 
hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa 
pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena 
itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 
sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat 
(private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan 
demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah 
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata 
dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. 
 
2.1.2.3. Fungsi Pajak 
 Terdapat dua fungsi pajak (Waluyo, 2009:6), yaitu: 
1. Fungsi penerimaan (budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 






2. Fungsi mengatur (regular) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian 
pula terhadap barang mewah. 
 
2.1.2.4. Syarat Pemungutan Pajak 
 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat (Mardiasmo, 2011:2), 
yaitu: 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 
umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 
memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur  dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
Negara maupun warganya. 
3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 







4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
2.1.2.5. Asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas (Waluyo, 
2009:15), yaitu: 
1. Asas menurut falsafah hukum 
Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan dan keadilan ini sebagai 
asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan bahwa Negara 
berhak memungut pajak, maka muncul beberapa teori dasar, yaitu: 
a. Teori asuransi 
b. Teori kepentingan 
c. Teori daya pikul 
d. Teori bakti 
e. Teori asas daya beli 
 
2. Asas yuridis  
Untuk menyatakan suatu keadilan hukum pajak harus memberikan 
jaminan hukum kepada Negara atau warganya. Oleh karena itu, 
pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan 
hukum pemungutan pajak di  Indonesia adalah pasal 23A Amandemen 






3. Asas ekonomis 
Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara 
menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. 
Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat 
kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu. 
4. Asas pungutan pajak lainnya 
Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak 
Penghasilan, yaitu: 
a. Asas tempat tinggal 
b. Asas kebangsaan 
c. Asas sumber 
 
2.1.2.6. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan 
Pemungutannya 
 Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok (Waluyo, 2009:12), 
yaitu: 
1. Menurut golongannya, dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 
Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai. 
2. Menurut sifatnya, pembagian pajak ini berdasarkan ciri-ciri prinsipnya, 
yaitu: 
a. Pajak subjektif, adalah, pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 





b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 
3. Menurut lembaga pemungutnya, yaitu: 
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 
barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea meterai. 
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:  
pajak reklame, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan serta bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan.  
 
2.1.2.7. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 
 Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 
2011:56), yaitu: 
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.  
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 
Kantor Pelayan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
6. Jika diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 





penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak.  
b.  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat  oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 
Adapun hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56-57), 
yaitu: 
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
2. Menerima tanda bukti pamasukan SPT. 
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 
pajak. 
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak. 
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 
9. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 
pajaknya. 
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 






2.1.2.8. Sanksi Pajak 
 Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar 
Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Di dalam undang-undang 
perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan pidana. 
Ancaman terhadap pelanggaran suatu aturan perpajakan ada yang diancam 
dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, 
dan ada pula yang diancam dengan sanksi sanksi administrasi dan sanksi pidana 
(Mardiasmo, 2011:59-60). 
1. Sanksi Administrasi 
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang 
berupa bunga dan kenaikan. 
2. Sanksi Pidana 
Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau 
benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam 
sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. 
a. Denda Pidana 
Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 
diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan 
peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan 
kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak 
atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana 






b. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang 
bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak 
ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar 
norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan 
denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda 
pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 
sekian. 
c. Pidana Penjara 
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap 
kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada 
pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak. 
 
2.1.2.9. Pajak Negara 
Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2011:11), 
yaitu: 
1. Pajak Penghasilan (PPh) 
Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1984 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 





3. Bea Meterai 
Dasar hukum pengenaan bea meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1985. 
4. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud yaitu sektor perkebunan 
kehutanan dan pertambangan. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan 
bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 
 
2.1.2.10. Pajak Daerah 
 Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa istilah di 
dalam undang-undang ini yang terkait dengan pajak daerah (Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009), yaitu:  
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 





usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 
Kemudian pajak daerah itu dibagi menjadi dua jenis dan beberapa 
objeknya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yaitu: 
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:  
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 





e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Selanjutnya daerah dilarang untuk melakukan pemungutan pajak selain dari 
jenis-jenis pajak dan objeknya yang telah disebutkan diatas. 
 
2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan 
2.1.3.1. Sejarah Ringkas Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang paling tua di Indonesia. 
Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia) 
rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib 
in natura oleh penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti 
rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa tersebut. Yang menjadi objek 
pungutan adalah yang harta milik yang paling berharga dari masyarakat agraris 
pada masa itu yaitu tanah pertanian (R.Sa’ban, 2006: 4). 
Pada masa Indonesia-Hindu (abad ke V-XVI) pengenaan pajak atas 
tanah telah mulai tertib yang diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan pada masa 
tersebut. Pada masa tersebut telah ada peraturan perpajakan yang berlaku 
umum, yang diketahui dan ditaati oleh rakyat Wajib Pajak. Sudah pengaduan 
mengenai keberatan atas pajak yang dikenakan dan diselesaikan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Objek pengenaan pajak meliputi tanah sawah dan darat 





dengan anggapan dalam hukum Hindu bahwa Raja bukan pemilik mutlak atas 
tanah, akan tetapi selaku penguasa yang mempunyai hak (drwyahaji) atas 
sebagian hasil panen (R.Sa’ban, 2006: 15). 
Pada masa kerajaan-kerajaan Islam (abad ke XIII-XIX), khususnya 
Kerajaan Islam Mataram, yang menjadi dasar wewenang untuk memungut pajak  
atas tanah adalah penguasaan mutlak oleh pribadi raja atas seluruh kekayaan 
alam dalam kerajaan, sehingga yang dipungut sifatnya mirip sewa tanah. Pada 
saat itu pajak dipungut sebagai bagian dari beban-beban tanah atas 
pemanfaatan tanah milik raja yang merupakan sumber utama pembiayaan 
kerajaan yang pelaksanaannya memanfaatkan lembaga adat mengenai bagi 
hasil (maro atau mertelu). Yang bertindak sebagai fiskus, disamping raja sendiri 
juga pribadi masing-masing pejabat yang mendapat pelimpahan hak dari raja 
seperti para lurah patuh, kepala desa perdikan dan lain-lain dalam daerahnya 
sendiri-sendiri. Objek pajaknya adalah tanah pertanian (padi dan palawija) dan 
dipungut bukan sebagai pajak umum namun sebagai pungutan dengan 
peruntukan tertentu sesuai status tanahnya (R.Sa’ban, 2006: 62). 
Pada masa VOC/Kompeni (1600 – 1800) terdapat pungutan berupa 
penyerahan dari seluruh panen dari suatu hasil bumi tertentu oleh rakyat dengan 
harga rendah (mengarah kepada sistem tanaman paksa). Selain itu VOC 
sebagai penguasa politik pada waktu itu yang membawahi Bupati-Bupati yang 
telah ditaklukkan merasa berhak untuk memungut sebagian hasil bumi dan 
tenaga kerja dari rakyat jajahannya sebagai jatah persembahan mereka. 
Persembahan wajib tahunan ini berupa padi dan hasil pertanian rakyat lainnya, 
termasuk hasil-hasil hutan dan lain-lain dan pada dasarnya tanpa suatu 
pembayaran harga. Dalam pelaksanaan persembahan wajib ini para Bupati 





menyetorkan kepada Kompeni seperti mereka mengelola pajak bumi untuk Raja 
Mataram. 
Pada masa awal Hindia-Belanda (1800-1811) dikeluarkan oleh 
pemerintah kolonial pada waktu itu Instruksi No.2 Tahun 1810 yang menetapkan 
dipungutnya pajak in natura atas tanah sawah sebesar 1/5 bagian dari hasil 
panen padi, diantara instruksi tersebut beberapa yang penting adalah sebagai 
berikut (R.Sa’ban, 2006:105): 
1. Setiap orang tanpa kecuali wajib memenuhi ketentuan membayar pajak 
(belasting), yaitu mereka yang memiliki tanah sawah, gaga atau tipar. 
2. Komisi tidak diperkenankan memungut lebih atau kurang dari 1/5 bagian 
dari hasil panen, disertai kewajiban untuk mengawasi, bahwa bagian 1/5 
bagian yang diserahkan kepada pemerintah dikutip seketika setelah 
padinya dipanen dan tidak akan menerima padi lama. 
3. Komisi wajib mengawasi bahwa bagian padi yang diserahkan sebagai 
pajak, tidak lebih kecil atau ringan dari semestinya dengan ancaman 
hukuman penjara 5 tahun bagi yang bersalah. 
4. Komisi tidak diperkenankan menaksir tanaman padi dan kemudian 
memungut 1/5 bagiannya yang disebut pajak, demikian juga mereka yang 
banyak hasil panennya harus membayar lebih banyak “zakat” yaitu 
sebesar 1/10 bagian, demikian pula sebaliknya bagi mereka yang hasil 
panennya merosot. 
Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia (1811 s/d 1816) ketentuan 
perpajakan atas tanah diberlakukan pada masa Gubernur Jendral Sir Thomas 
Standford Raffles (1811-1816) yang disebut dengan nama Landrent. Sistem 
perpajakan atas tanah ini berdasarkan suatu dalil bahwa semua tanah adalah 





yang dikelola oleh kepala desa itu. Untuk itu mereka harus membayar sewa 
tanah (landrent) dengan aturan secara tetap (Atep, 1991:2). 
Pada masa kolonial Belanda, pajak atas tanah yang telah dikenakan 
kepada rakyat Indonesia oleh pemerintah kolonial Inggris dilanjutkan hanya 
dengan diganti dengan nama sesuai bahasa Belanda yaitu Landrente dengan 
beberapa perbaikan. Pada masa kolonial Belanda ini juga, atas ide Gubernur 
Jenderal Belanda pada waktu itu, Van den Bosch diberlakukan Sistem Tanam 
Paksa (R.Sa’ban, 2006:189). Kepada rakyat Indonesia yang memiliki atau 
menggarap tanah harus menanam komoditas tertentu dan hasilnya harus 
diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Sistem Tanam Paksa yang banyak 
menelan korban rakyat Indonesia mendapat berbagai kritikan sehingga 
dihapuskan pada tahun 1870. Landrente diberlakukan oleh pemerintah kolonial 
Belanda sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Pada masa penjajahan 
Jepang, nama Landrente diganti menjadi Pajak Tanah, namun sistem dan cara 
pemungutannya masih sama dengan Landrente peninggalan Belanda. 
Pada masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, Pajak Tanah 
berubah nama lagi menjadi Pajak Bumi. Kemudian Pajak Bumi diganti dengan 
Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian yang pengelolaan dan pemungutannya 
dilakukan oleh Jawatan Pajak. Pada tahun 1959, pemeritah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 yang 
mengatur tentang Pajak Hasil Bumi. Perpu ini kemudian disahkan sebagai 
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Pada waktu 
itu pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Pajak Hasil Bumi. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara tanggal 29 
November 1965 Nomor PMPPU. 1-1-3, nama Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah 





Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) dengan objeknya sektor perdesaan, 
perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada tanggal 27 
Desember 1985 diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. 
 
2.1.3.2. Pengalihan Pengelolaan PBB 
Ada beberapa alasan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah (Departemen 
Keuangan, 2009), yaitu:  
a. Transparansi dan akuntabilitas dinilai akan dapat lebih diwujudkan jika 
pengelolaan PBB diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Hal 
ini pada gilirannya akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik dan 
berakar langsung pada persoalan-persoalan konkrit di daerah yang 
bersangkutan. Mereka melihat bahwa pembiayaan kebutuhan daerah 
yang sebagian besar dibiayai dana transfer dari pusat kurang 
mencerminkan akuntabilitas dari pengenaan pajak daerah dan tidak 
memberikan insentif bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara 
efisien. Asumsinya jika pembiayaan kebutuhan daerah dibiayai sebagian 
besar dari alokasi dana pusat, maka otomatis kurang memberikan 
dorongan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut bagi 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya bila derajat 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak tersebut tinggi, maka 
kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah atas pelayanan 
publik yang langsung mereka nikmati juga makin tinggi. Bersamaan 





pelayanan kepada masyarakat karena setiap pembebanan kepada 
masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
b. Objek pajak PBB-P2 dan BPHTB bersifat immobile, dalam arti tidak dapat 
direlokasi ke daerah lainnya, sehingga lebih pantas apabila dijadikan 
pajak daerah. 
c. Objek PBB-P2 dan BPHTB tersebut lokasinya berada di suatu daerah 
kabupaten/kota, dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui 
dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga 
kecil kemungkinan wajib pajak dapat menghindar dari kewajiban 
perpajakannya. 
Pemerintah pusat lebih memilih untuk mengalihkan PBB-P2 menjadi 
pajak daerah didasarkan karena adanya beberapa kenyataan (Supriyanto, 2012), 
antara lain: 
a. Mayoritas negara maju menyerahkan urusan Pajak Properti (jika di 
Indonesia adalah PBB) menjadi urusan pemerintah daerah. 
b. Migas (minyak dan gas bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai 
sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), mengingat Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor 
minyak bumi, sebaliknya kini sebagai negara yang mengimpor minyak 
bumi. Akibatnya, sumber pendapatan bagi APBN bergeser dari 
penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak 
menempati posisi strategis dalam APBN. 
c. Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah 
berhasil membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang 
merupakan peleburan dari KPP, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), 





PBB dengan sejumlah permasalahan dan tidak diimbangi dengan jumlah 
penerimaannya, memang bisa dirasakan mengganggu konsentrasi Ditjen 
Pajak sebagai tulang punggung pemenuhan APBN, sehingga 
pembentukan KPP Pratama ini merupakan cara cerdas membuat biaya 
pemungutan PBB menjadi lebih efisien. 
 
2.1.3.3. Pengertian PBB 
PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai Pasal 84 mulai tahun 2010. 
Dalam bab I diatur tentang Ketentuan Umum memberikan penjelasan 
bahwa : 
Pengertian dasar yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan adalah 
sebagai berikut: 
 
a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
b. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 
c. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa: 
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 
dengan kompleks Bangunan tersebut; 
b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 









2.1.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB 
Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi 
berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan 
adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang 
bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. 
Sedangkan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan 
mencakup siapa saja yang memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas bangunan tersebut. 
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009). 
2.1.3.5. Objek Pajak dan Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB 
Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. 
Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya. Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa selain tanah, 
perairan juga merupakan objek pajak sehingga tidak heran bahwa objek-objek 
yang ada di perairan seperti tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara di 
laut merupakan objek dari pajak ini. Selain itu, tambang-tambang di daratan baik 
migas maupun non-migas juga merupakan objek pajak karena memperoleh 





Berdasarkan ketentuan didalam UU PDRD Pasal 77 ayat (1), objek dari 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang (Pasal 77 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009): 
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu; 
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; dan 
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
2.1.3.6. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 1 





2.1.3.7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
Berdasarkan Undang-Undang PDRD Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5), 
besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,- untuk 
setiap Wajib Pajak dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan 
ketentuan NJOPTKP yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
undang PBB memberikan penjelasan bahwa penyesuaian besarnya NJOPTKP 
ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011 ditetapkan bahwa besarnya 
NJOPTKP adalah maksimum Rp24 juta per Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib 
Pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah 
satu objek pajak yang nilainya terbesar. Di dalam memori Penjelasan Undang-
undang PBB tidak disebutkan apakah keberadaan objek-objek pajak tersebut 
hanya dalam suatu wilayah kabupaten/kota ataukah dalam wilayah NKRI. Namun 
karena ada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas 
bahwa penentuan besarnya NJOPTKP tersebut ditetapkan secara regional 
berarti objek-objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut berada di dalam 
wilayah satu kabupaten/kota. 
2.1.3.8. Tarif Pajak PBB 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
(Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Daerah diberikan 
kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk 
diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan 
maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 





2.1.3.9. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan PBB 
Dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak. Besarnya NJOP 
ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan 
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dan ditetapakan oleh 
Kepala Daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan 
pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak (Pasal 81 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009). 
 
2.2. Penelitian Terdahulu 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan acuan yang 
bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang dijadikan pembanding 
untuk pengembangan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 
Tabel 2.1. Penelitian-penelitian Terdahulu 
 








































































































































































a. Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa dari 12 
kabupaten yang 





































Bank Jateng; dan 
membuka 
rekening PBB-P2 
di Bank Jateng. 
 
a. Hasil penelitian 
menunjukkan 
































































































3.1. Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Studi ini dilakukan 
untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu 
seperti halnya pada Pemerintah Kabupaten Bone yang akan menerapkan aturan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diterapkan oleh 
daerah-daerah lain di Indonesia. Studi deskriptif ini bertujuan untuk memberikan 
kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang 
relevan dengan fenomena perhatian dari persfektif seseorang, organisasi atau 
lainnya (Sekaran, 2010:159). 
Penelitian ini pun termasuk kedalam penelitian terapan (applied 
research), dimana penelitian ini dilakukan berkenaan dengan kenyataan-
kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berfungsi 
untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu yang hasilnya dapat 
secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah korelasional, dimana 
penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan variable penting yang berkaitan 
dengan masalah. Studi korelasional yang dilakukan di dalam organisasi atau 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ini disebut juga studi lapangan atau 
field study (Sekaran, 2010:170). Penelitian ini dilakukan dalam situasi tidak 
diatur, sama seperti studi korelasi pada umumnya. Adapun unit analisis yang 
digunakan untuk merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 





3.2. Kehadiran Peneliti 
 Penelitian ini merupakan studi korelasional yang dilakukan dalam 
lingkungan alami organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus 
kerja yang normal (Sekaran, 2010:166). Sehingga di dalam pelaksanaan 
penelitian ini, peneliti bertindak sebagai non-participant observer. Peneliti 
bertindak sebagai pengamat penuh. Pengamatan tersebut berbentuk penilaian 
terhadap hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Kehadiran 
peneliti sebagai pengamat penuh ini sebelumnya telah diketahui oleh objek 
penelitian melalui surat izin penelitian. 
 
3.3. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu: 
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan 
bukan bilangan (Nuryanti, 2012). Dalam penelitian ini data kualitatifnya 
berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian. 
2. Data Kuantitatif adalah hasil pengamatan yang diukur dalam skala 
numerik (bilangan) (Nuryanti, 2012). Dalam penelitian ini data 
kuantitatifnya berupa data penerimaan pajak bumi dan bangunan. 
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu: 
1. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari 
sumbernya yang terkait langsung dengan permasalahan melalui 





2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi 
yang dilakukan oleh objek penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki 
relevansi dengan penelitian yang dilakukan. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikelolah dalam 
penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Wawancara (interview) 
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan 
informasi yang diperlukan. 
b. Dokumentasi (documentation) 
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. 
 
3.6. Teknik Analisa Data 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif. 
pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya 





ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati. Pendekatan ini diharapkan 
mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan 
perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau 
organisasi tertentu. Penelitian sebuah fenomena berdasarkan dari data yang 
ada, bukan dari teori. Landasan teori hanya digunakan sebagai penopang fokus 
penelitian. Pendekatan ini berangkat dari suatu teori dan gagasan para ahli, 
kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta 
pemecahannya. 
 
3.7. Tahap-Tahap Penelitian 
 Tahapan-tahapan penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan 
penelitian yang terbagi dalam empat tahapan, yaitu: 
1. Penelitian pendahuluan 
Penelitian pendahuluan ini dimulai dengan mengumpulkan data-data 
sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih. 
2. Pengembangan desain 
Pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih inilah yang 
dijadikan landasan dalam pengembangan desain penelitian. 
3. Penelitian sebenarnya 
Setelah tahap penelitian pendahuluan dan pengembangan desain 
penelitian selesai, maka tahapan selanjutnya adalah penelitian yang 
sebenarnya (inti). Peneliti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang 
dihasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini 





dan dilengkapi dengan data-data dari proses dokumentasi. Tahapan 
inilah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 
mencapai tujuan penelitian. 
4. Penulisan hasil penelitian 
Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian penelitian, dimana 
tahapan ini dilakukan dalam bentuk penyusunan dan penulisan hasil 
penelitian. Hasil penelitian ini dikomunikasikan dalam bentuk laporan 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau masukan dari peneliti 





4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone 
 Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Propinsi Sulawesi 
Selatan. Ibukota Kabupaten Bone terletak di Kota Watampone. Kabupaten Bone 
merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan 
memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur 
Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa, dan 39 
kelurahan. Kabupaten Bone terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, 
berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT dengan luas 
wilayah 4.559 km2 dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang 
dari selatan ke utara. Adapun luas wilayah tersebut terdiri dengan rincian lahan 
persawahan 88.449 Ha, tegalan/ladang 120.524 Ha, tambak/empang 11.148 Ha, 
perkebunan negara/swasta 43.052,97 Ha, hutan 145.073 Ha serta padang 
rumput dan lainnya 10.503,48 Ha. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan 
dengan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Wajo dan 
Kabupaten Soppeng di sebelah utara, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa di 
sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, dan Kabupaten Maros, Kabupaten 
Pangkep dan Kabupaten Barru di sebelah barat. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah 
penduduk Kabupaten Bone Tahun 2013 adalah 734.119 jiwa, terdiri atas 349.717 
laki-laki dan 384.402 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 
4.559 km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 161 





 Wilayah Kabupaten Bone termasuk beriklim sedang. Kelembaban udara 
berkisar antara 95%-99% dengan temperatur 26 °C – 34 °C. Selain wilayah yang 
terkait dengan iklim tersebut,terdapat juga dua wilayah peralihan, yaitu 
Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti 
wilayah barat dan sebagian wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di 
wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 
2500 mm dan 2500 – 3000 mm. 
Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan 
yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di sekitarnya terdapat lembah 
yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang 
berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami 
kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti sungai Walenae, Cenrana, 
Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo. 
 
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 
Kabupaten Bone 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. Hal ini merupakan penjabaran 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretaris 





b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
c. Sub Bagian Kepegawaian 
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
a. Seksi Pendaftaran 
b. Seksi Pendataan dan Penilaian 
c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 
a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan 
b. Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga 
c. Seksi Pelaporan 
5. Bidang Penetapan dan Penagihan 
a. Seksi Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2 
b. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan 
c. Seksi Penagihan dan Penyuluhan 
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
b. Seksi Pengendalian dan Peningkatan 
7. Bidang Pasar 
a. Seksi Pengembangan Pasar 
b. Seksi Pendapatan 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 
Untuk operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 73 orang PNS dan 154 orang non 
PNS (tenaga kontrak). Dari jumlah tersebut terdiri dari 36 laki-laki dan 37 
perempuan. Dilihat dari golongan, terbanyak adalah golongan III yaitu 36 orang, 
golongan II 30 orang, golongan IV sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 3 





Dinas Pendapatan Daerah memiliki tenaga kontrak sebanyak 154 orang 
dibagi dalam lima bidang tugas yaitu (1) Pengelola Administrasi Penagihan 
pajak/retribusi 22 orang, (2) Satpam/Petugas Keamanan 11 orang, (3) Petugas 
Kebersihan Pasar Sentral Watampone 11 orang, (4) Penagih pajak/retribusi 
daerah 8 orang, dan (5) Kolektor pada UPTD lingkup Dinas Pendapatan Daerah 
102 orang. 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bone. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan 
membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi 
tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah 
harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut 
kreatifitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali 
potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Adapun yang 
menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan dari pajak daerah, retribusi 
daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.  
Jenis Pajak Daerah dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Kota 
Bone adalah: 
1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 





7. Pajak Air Bawah Tanah; 
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan 
9. Pajak Sarang Burung Walet. 
Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bone: 
1. Retribusi Pelayanan Pasar; 
2. Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah bangunan dan 
sewa rumah dinas); dan 
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
 
4.1.2.1. Visi dan Misi Dipenda Kabupaten Bone 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mempunyai visi, yaitu: 
Terwujudnya Instansi yang Profesional dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah 
yang Optimal, Efisien, dan Efektif. 
Visi ini mengandung frase optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Rincian 
frase ini adalah sebagai berikut: 
1. Instansi yang profesional adalah instansi yang memiliki kompetensi dalam 
pengelolaan keuangan daerah, kreatif dan inovatif dalam pengembangan 
pendapatan daerah untuk membangun Bone yang sejahtera.Optimal 
artinya mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan 
memperkuat sumber-sumber yang telah ada dan menggali serta 
mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang belum terolah 
dengan memanfaatkan potensi SDM yang ada. 
2. Efisien adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan 
menggunakan sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan untuk 





3. Efektif adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan pada situasi dan 
kondisi waktu yang telah ditetapkan mampu meraih hasik sesuai dengan 
target dan harapan pemerintah daerah. 
Selain visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone juga 
mempunyai misi. Adapun misi tersebut, yaitu:  
1. mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah baik yang dikelola 
langsung maupun tidak langsung; 
2. mengefisiensikan penggunaan sarana dan prasarana pendukung 
operasional dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan 
pendapatan daerah; 
3. meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelola daerah sebagai ujung 
tombak pengelolaan pemungutan pendapatan daerah; 
4. meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan 
pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan; 
5. meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran 
pajak dan retribusi daerah; 
6. mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan 
perpajakan. 
 
4.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda Kabupaten Bone 
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2008. 
Adapun tugas pokok tersebut adalah : melaksanakan urusan rumah tangga 






1. menyiapkan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang 
ditetapkan oleh Bupati; 
2. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan 
pendapatan daerah; 
3. menyiapkan bahan perumusan Peraturan Perundang-undangan 
mengenai pendapatan daerah; 
4. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran; 
5. melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pendapatan asli 
daerah; 
6. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan; 
7. memelihara dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan; dan 
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4.1.2.3. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dipenda Kabupaten 
Bone 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas 
memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan 
tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan umum Bupati berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
yang dimaksud, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mempunyai 
fungsi : 
a. menyiapkan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang 
ditetapkan oleh Bupati; 
b. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan 
Pendapatan Daerah; 
c. menyiapkan bahan perumusan peraturan Perundang-undangan 
mengenai Pendapatan Daerah; 
d. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran; 
e. melakukan pendaftarandan pendataan objek dan subjek Pendapatan Asli 
Daerah; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan; 
g. memelihara dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan; 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 
2. Sekretariat 
Sekretariat Dinas Kabupaten Bone dipimpin sekretaris dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai 
tugas memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di 





pelaksanaan tugas pokok Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris 
mempunyai fungsi: 
a. melaksanakan urusan tata usaha Dinas; 
b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan Dinas; 
c. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 
3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan 
Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas yaitu 
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran 
gaji pegawai dan perjalanan Dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan. 
 
4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas yaitu 
melaksanakan pengelolaan keuangan. 
 
5. Sub Bagian Kepegawaian 
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas yaitu melaksanakan 
pengelolaan kepegawaian. 
 
6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah dan Wajib Retribusi 
Daerah serta pendataan objek dan  subjek PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen 
Pajak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan Dipenda Kabupaten Bone mempunyai fungsi: 
a. melaksanakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 





dan subjek pajak dan retribusi daerah melalui formulir Surat 
Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan 
surat dari instansi lain; 
b. membuat daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah yang berkaitan 
dengan pendaftaran dan pendataan; 
c. membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh 
Dirjen Pajak kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP 
tersebut dari wajib pajak; 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
 
7. Seksi Pendaftaran 
Seksi Pendaftaran mempunyai tugas yaitu mendistribusikan dan 
menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi 
daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi 
daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib 
pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD). 
 
8. Seksi Pendataan dan Penilaian 
Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang pendataan dan penilaian potensi PBB-P2 dan 
BPHTB serta pajak daerah lainnya meliputi fasilitas pelaksanaan pendataan 
serta pengelolaan hasil pendataan dan penilaian, penyampaian dan 
pemeliharaan dokumen. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi 
pendataan dan penilaian menmpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan administrasi pendataan dan penilaian objek PBB-P2 dan 





b. pelaksanaan administrasi mutasi objek dan subjek PBB-P2; 
c. pelaksanaan pembentukan SPPT PBB-P2; 
d. pelaksanaan evaluasi ketetapan nilai jual objek PBB-P2 dan pajak daerah 
lainnya; 
e. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai objek PBB-P2 dan pajak daerah 
lainnya. 
 
9. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintah di bidang penatausahaan penerimaan dan 
penyajian pengelolaan data PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah dan retribusi 
daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pengelolaan 
data dan informasi mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan penerimaan; 
b. pelaksanaan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan 
perekaman data PBB-P2 dan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya; 
c. pelaksanaan penetepan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya 
perubahan dan pengembangan data PBB-P2 dan pajak daerah lainnya; 
d. pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up Data); 
e. pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi dan bagian data 
PBB-P2 dan pajak daerah lainnya; 
f. melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPTP sebagai pengganti 
SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima; 
g. pelaksanaan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan 
pembayaran PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; 
h. pelaksanaan dan menyempurnakan sistem pembentukan basis data 





10. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 
Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak 
dan retribusi daerah, PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta 
pengelolaan benda berharga. Dalam melaksanakan tugas, bidang pembukuan 
dan pelaporan mempunyai fungsi : 
a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari 
pemungutan/pembayaran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis 
pajak dan retribusi daerah, kartu wajib pajak dan retribusi daerah serta ke 
dalam kartu pengawasan pembayaran PBB (KP.PBB 4) dan Daftar 
Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP); 
b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan penunggakan benda 
berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga 
ke dalam kartu persediaan benda berharga; 
c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penunggakan 
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi 
penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara 
bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan tunggakan 
PBB; 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
 
11. Seksi Pembukuan dan Penerimaan 
Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan 
mencatat semua SKP dan SKR, SPPT PBB serta surat-surat ketetapan pajak 







12. Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga 
Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga mempunyai tugas 
menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda 
berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, penerimaan uang 
hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa 
persediaan benda berharga. 
 
13. Seksi Pelaporan 
Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodik 
mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan 
lain-lain pendapatan daerah yang sah serta PBB, menyiapkan laporan berkala 
mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga. 
 
14. Bidang Penetapan dan Penagihan  
Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas : 
a. melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi 
yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan 
wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan kepada daerah 
berdasarkan Surat Pemberitahun Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar 
Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB; 
b. melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah 
mempunyai batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan 
permohonan banding, mengumpulkan dan mengelola data serta sumber-
sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang penetapan dan penagihan 
mempunyai fungsi : 





b. melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan 
pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi 
daerah yang disetujui; 
c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat 
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan; 
d. membantu melakukan penerimaan SPPT beserta DHPP PBB dan 
dokumentasi lain yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak serta 
mendistribusikan kepada wajib pajak dan unit lain yang terkait; 
e. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
f. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai 
dengan batas kewenangannya; 
g. mengimpun dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lain di luar 
pajak dan retribusi daerah; 
h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
 
15. Seksi Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2 
Seksi Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2 
mempunyai tugas menerbitkan surat ketetapan pajak serta pendistribusian dan 
penyimpanan arsip SPPT PBB-P2 dan dokumen PBB-P2 serta BPHTB. Untuk 
melaksanakan tugas pokok tersebut seksi penetapan dan pelayanan administrasi 
PBHTB dan PBB-P2 mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan validasi 
pembayaran SSP BPHTB; 
b. pelaksanaan pendistribusian atas ketetapan PBB-P2 tahun berjalan; 





d. pelaksanaan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas 
permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2. 
 
16. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan  
Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan mempunyai 
tugas melaksanakan pengawasan proses pengimpunan data objek/subjek pajak 
dan menyelesaikan sengketa pemungutan. Untuk melaksanakan tugas pokok 
tersebut seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penghimpunan data objek/ 
subjek sampai proses penagihan; 
b. pelaksanaan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pajak dalam 
bentuk uang tunai atau pemindahbukuan; 
c. pelaksanaan kompensasi kelebihan pembayaran BPHTB, PBB-P2 dan 
pajak daerah lainnya yang diperhitungkan atas hutang pajak lainnya yang 
sudah/belum jatuh tempo atau ketetapan pajak diperhitungkan dengan 
ketetapan pajak yang akan datang. 
 
17. Seksi Penagihan dan Penyuluhan 
Seksi Penagihan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penagihan PBB-P2, BPHTB dan 
Pajak Daerah lainnya yang terutang serta melaksanakan penyuluhan kepada 
wajib pajak. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi penagihan dan 
penyuluhan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk, 
penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan atau 





atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, penyelesaian usulan pemeriksaan 
dalam rangka penagihan pajak; 
b. melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus, penghapusan 
piutang pajak dan melaksanakan tata cara menjawab konfirmasi data 
tunggakan, penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak, 
usulan pemeriksaan, penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat 
pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
(SPMP), dan proses penegakan aturan perpajakan lainnya; 
c. melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak. 
 
18. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas 
melaksanakan pengurusan rencana, pembinaan teknis pemungutan, penentuan 
pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas 
tersebut bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai fungsi : 
a. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak 
dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB, 
melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk 
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak 
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta 
pemungutan PBB ; 
b. melakukan kerja sama dengan perangkat daerah lain dilingkungan 
pemerintahan daerah Kabupaten Bone; 







19. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai 
tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi 
pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, 
hubungan kerja, pembinaan penggunaan sara dan prasarana perpajakan daerah 
dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 
 
20. Seksi Pengendalian dan Peningkatan  
Seksi Pengendalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan 
dan mengolah data semua sumber pendapatan daerah, merumuskan naskah 
rancangan peraturan daerah dan keputusan bupati tentang perpajakan retribusi 
daerah dan pendapatan daerah lainnya. 
 
21. Bidang Pasar  
Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, 
pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar. Untuk 
melaksanakan tugsa tersebut bidang pasar mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan perencanaan dalam rangka pengembangan pasar; 
b. melaksanakan pengendalian pengelolaan pemungutan pendapatan asli 
daerah yang bersumber dari pasar; 
c. melaksanakan urusan perlengkapan sarana dan prasarana 
pengembangan pasar; 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 
22. Seksi Pengembangan Pasar 







23. Seksi Pendapatan 
Seksi Pendapatan mempunyai tugas perencanaan dan pencatatan serta 
pengendalian penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pasar. 
 
24. Seksi Sarana dan Prasarana 
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan dan 
melengkapi sarana dan prasaran perlengkapan pasar. 
 
4.2. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
4.2.1. Peraturan 
Seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengalihkan 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 
Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) menjadi jenis Pajak Daerah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah dilakukan penyempurnaan Struktur 
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan membentuk 
susunan Kelompok Kerja (Pokja) guna mengakomodasi adanya penambahan 
fungsi berkaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak tersebut 
dengan tidak menambah Jabatan Struktural yang sudah ada (hanya perubahan 
Nomenklatur) dan dilakukan pada tingakatan Jabatan Struktural Eselon IVa 
(Kepala Seksi) tertentu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008  tentang Pembentukan Organisasi Dinas-
dinas Daerah Kabupaten Bone, hal ini merupakan amanah Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 






Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah pada 
tahun 2014 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah. Pembentukan susunan Kolompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bone diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dengan berupaya memaksimalkan 
peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan terhadap 
masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 tentang 




 Kesuksesan pengalihan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak hanya berada di tangan Pemerintah 
Kabupaten Bone khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tetapi 
juga bergantung pada beberapa pihak lainnya. Adanya kerjasama dengan 
beberapa pihak lain tersebut diharapkan akan menjadi faktor pendukung dalam 
menyukseskan pengalihan dan pengelolaan PBB-P2. Seperti yang disebutkan 
bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur 
dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 adalah mempersiapkan kerjasama 
dengan pihak terkait. Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini Dinas 





Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini KPP Pratama Watampone, dan tiga 
bank sebagai tempat pembayaran PBB-P2, dan tidak melakukan kerjasama 
dengan pihak kantor pos. 
 Pihak KPP Pratama Watampone selaku pihak yang menyerahkan 
wewenang telah mempersiapkan semua yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. 
Seperti dengan melakukan bimbingan teknis untuk pegawai Dipenda Kabupaten 
Bone serta terus melakukan pendampingan, melakukan asistensi 
danmempersiapkan sistem terkait PBB serta membantu proses persiapan 
sampai pada tahap pengelolaan PBB-P2 oleh Dipenda Kabupaten Bone.  
 Kerjasama dengan tiga bank dilakukan terkait dengan tempat 
pembayaran PBB-P2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah 
melakukan kerjasama dengan tiga bank sebagai tempat pembayaran PBB-P2 
yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. 
Kerjasama tersebut telah disepakati dengan ditunjukkan melalui 
penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tiga bank terkait. Perjanjian 
kerjasama dengan Bank Negara Indonesia Nomor 973/2739/XII/2013 dan Nomor 
SKG/1/948/R dengan ruang lingkup untuk Wajib Pajak di wilayah Kecamatan 
Barebbo, Kecamatan Tanete Riattang, dan Kecamatan Ponre: Desa Bolli, Desa 
Mattampae, Desa Poleonro, Desa Salampe, Desa Salebba, Desa Tellu Boccoe 
dan Desa Pattimpa. Perjanjian kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia Nomor 
973/2752/XII/2013 dan Nomor 8-105-XIII/OPS/12/2013 dengan ruang lingkup 
untuk Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, 
Kecamatan Amali, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Bengo, Kecamatan 
Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Kahu, 





Lappariaja, Kecamatan Mare, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Palakka, 
Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tonra, Kecamatan Tellu 
Limpoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Siattinge, 
Kecamatan Ulaweng, dan Kecamatan Ponre: Desa Mappesangka, dan Desa 
Turu Adae. Perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Nomor 
973/2753/XII/2013 dan Nomor 15/003/054/MOU dengan ruang lingkup Wajib 
Pajak di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat. 
 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tidak melakukan kerjasama 
dengan pihak kantor pos dikarenakan kantor pos membebani biaya administrasi, 
sedangkan dalam pemungutannya Dipenda Kabupaten Bone menghindari 
adanya biaya tersebut. Adapun beberapa alasan tidak dilakukan kerjasama 
dengan kantor pos adalah sebagai berikut : 
a. Data Base Wajib Pajak Daerah belum seluruhnya terintegrasi dalam satu 
sistem aplikasi Teknologi Informasi yang bersifat online; 
b. bahwa Wajib Pajak saat ini sebagian besar belum melakukan 
pembayaran secara langsung, oleh karena itu metode penagihan pajak 
dilaksanakan dengan melakukan penagihan langsung kepada Wajib 
Pajak yang dilakukan oleh petugas penagih pajak (kolektor) di masing-
masing desa/kelurahan; 
c. dalam rangka pelayanan terbaik kepada masyarakat, senantiasa sedapat 
mungkin tidak membebani biaya administrasi pembayaran pajak kepada 
Wajib Pajak. 
 
4.2.3. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang 





potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengalihan pengelolaan 
PBB-P2 ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah menyiapkan 
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana ini terdiri dari 
ruangan yang digunakan sebagai tempat pelayanan, ruang para pegawai yang 
menjalankan tugas mengelolah administrasi perpajakan PBB-P2, ruang server, 
serta perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh pegawai untuk 
mengelolah PBB-P2. 
Selain penyediaan ruangan yang cukup memadai, Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bone juga menyediakan perlengkapan dan peralatan yang 
ada di dalam ruangan tersebut berupa perangkat keras (hardware) yang 
dilengkapi dengan dukungan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk 
mengelolah PBB-P2. Perangkat keras (hardware) yang disediakan antara lain 
seperti server, Personal Computer (PC), network, high speed printer printronix 
dan printer. Selain itu, disediakan pula perangkat lunak (software) seperti 
Operating System (OS), database, aplikasi SISMIOP, aplikasi SIG dan pemetaan 
(mapinfo). 
Tabel 4.1. Daftar Perangkat Keras Pengelolaan PBB-P2 yang Dimiliki Dipenda 
Kabupaten Bone 








Personal Computer (PC) 
Network 



















Tabel 4.2. Formulir Pelayanan PBB-P2 yang akan Digunakan dalam Pengelolaan 
PBB-P2  

















Surat Pemberitahuan Pajak 
(SPPT) 
 
Surat Tanda Terima Setoran 
(STTS) 
 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
(SPOP) dan Lampiran Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak 
(LSPOP) 
 





adalah surat yang digunakan untuk 
pemberitahuan besarnya PBB-P2 
yang terhutang kepada WP; 
surat bukti pembayaran PBB yang 
diterima WP dari tempat 
pembayaran PBB-P2; 
surat yang digunakan WP untuk 
melaporkan data Objek maupun 
Subjek PBB-P2 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan Pemerintah Daerah; 
barang yang dimaksud adalah 
kertas yang digunakan untuk 
mencetak tanda terima pelaporan 
pembetulan, pengurangan; 
surat pengajuan keberatan, surat 
pengajuan keringanan, surat 
pengajuan pembatalan, surat 
penerbitan SPPT. 
 








Gambar 4.2 Sarana  dan Prasarana yang Dimiliki Dipenda Kabupaten Bone 
untuk Pengelolaan PBB-P2 
 
 






4.2.4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengalihkan Pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan 
Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) menjadi Jenis Pajak Daerah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bone telah dilakukan penyempurnaan dengan membentuk susunan Kelompok 
Kerja (Pokja) guna mengakomodasi adanya penambahan fungsi berkaitan 
dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak tersebut. Pembentukan 
Kelompok Kerja tersebut ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Susunan Kelompok Kerja Pengelolaan PBB-P2 pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014. Hal ini didasarkan 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada pasal 2 ayat (2) huruf j 
dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Bone untuk dikelola. 
Pembentukan susunan Kelompok Kerja (Pokja) tersebut tidak menambah 
Jabatan Struktural yang sudah ada (hanya perubahan Nomenklatur) dan 
dilakukan pada tingakatan Jabatan Struktural Eselon IVa (Kepala Seksi) tertentu 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 





Bone, hal ini merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang meliputi: 
a. Seksi Pendataan, berubah menjadi Seksi Pendataan dan Penilaian; 
b. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data, berubah menjadi Seksi 
Pengelolaan Data dan Informasi; 
c. Seksi Keberatan, berubah menjadi Seksi Pengawasan dan 
Penyelesaian Sengketa Pemungutan; 
d. Seksi Penerbitan Surat-surat Ketetapan, berubah menjadi Seksi 
Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2; 
e. Seksi Penagihan, berubah menjadi Seksi Penagihan dan Penyuluhan. 
Adapun susunan keanggotan dan tugas kelompok kerja pengelolaan 
PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Susunan Kelompok Kerja Pengelolaan PBB-P2 pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 
1. Pendataan dan Penilaian 
Adapun tugas Pendataan dan Penilaian adalah : 
a. mengumpulkan data Objek Pajak secara langsung kelokasi objek 
pajak; 
b. melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak melalui penyampaian atau 
pendistribusian dan pemantauan pengambilan SPOP PBB; 
c. menerima formulir SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 
d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan pengukuran bidang Objek 
Pajak; 





f. melakukan penelitian atas objek Pajak Bumi dan Bangunan; 
g. melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
h. melaksanaka perhitungan penetapan nilai objek PBB-P2; 
i. melaksanakan penelitian kantor dan penelitian lapangan terhadap 
dokumen permohonan wajib pajak. 
 
2. Pengolahan Data dan Informasi 
Adapun tugas Pengolahan Data dan Informasi adalah : 
a. melaksanakan pengelolaan data/perekaman data dan input data dari 
hasil pendataan wajib pajak, mutasi objek dan subjek pajak; 
b. melaksanakan pengelolaan data/perekaman data sebagai tindak 
lanjut adanya pengajuan keberatan, pengurangan dan penerbitan 
salinan SPPT; 
c. pembentukan basis data dan penata usahaan berkas. 
 
3. Operator Console (OC) : 
Adapun tugas Operator Console (OC) adalah : 
a. melaksanakan pemliharaan jaringan dan sistem (Back Up Data); 
b. melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Pembentukan Basis 
Data PBB-P2; 
c. melakukan pemecahan dalam bidang smart map (OC SIG); 
d. mencetak SPPT. 
 
4. Penetapan 





a. melaksanakan proses penerbitan SPPT, SKPD, STTS, DHKP dan 
dokumen lain berkaitan dengan ketetapan pajak terutang; 
b. melaksanakan penelitian data SPPT dengan data DHKP; 
c. melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Camat atau 
Pejabat yang ditunjuk; 
d. melaksanakan penarikan SPPT dan SPTS sebagai tindak lanjut 
penetapan pembatalan dan pembetulan objek dan SubjekPajak; 
e. melaksanakan penelitian dari penetapan ketetapan sebagai tindak 
lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB-P2 berkaitan 
dengan pengajuan keberatan, pengurangan dan penerbitan salinan 
SPPT PBB-P2 (pemutakhiran data grafis). 
 
5. Pembayaran dan Penagihan 
Adapun tugas Pembayaran dan Penagihan adalah : 
a. melaksanakan penatausahaan administrasi pembayaran PBB-P2 dari 
Bank, Petugas Pemungut dan Wajib Pajak; 
b. melaksanakan penatausahaan surat keputusan keberatan, 
pengurangan, pembatalan, pembetulan, pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi; 
c. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka 
penagihan pajak; 
d. membantu Camat atau Pejabat yang ditunjuk dalam penagihan PBB-
P2; 
e. melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan dan surat 





Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan proses 
penegakan aturan perpajakan lainnya. 
 
6. Pembukuan dan Pelaporan 
Adapun tugas Pembukuan dan Pelaporan adalah : 
a. menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bank yang ditunjuk setiap 
hari kerja; 
b. menerima dan menatausahakan dokumen pendukung berupa daftar 
penyetoran harian dan STTS; 
c. melaksanakan perekaman data perwajib pajak dari hasil penerimaan 
pembayaran PBB-P2; 
d. memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai 
bagian dari PAD; 
e. menyiapkan laporan penerimaan PBB-P2 berdasarkan dokumen dari 
Bank dan atau Camat. 
 
7. Pengawasan dan Penyuluhan 
Adapun tugas Pengawasan dan Penyuluhan adalah : 
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penghimpunan data 
objek/subjek pajak sampai proses penagihan; 
b. melaksanakan penatausahaan restitusi, administrasi kelebihan 
pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan; 
c. melaksanakan penatausahaan administrasi konvensasi kelebihan 
pembayaran PBB-P2; 
d. melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak; 
e. melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan dan surat 





Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan proses penegakan 
aturan perpajakan lainnya. 
 
8. Pelayanan  
Adapun tugas Pelayanan adalah : 
a. melaksanakan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal 
pengajuan pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan 
SPPT, keberatan, pengajuan pengurangan, restitusi, konvensasi dan 
pengurangan denda; 
b. memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala 
permasalahan Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya; 
c. meneliti kelengkapan berkas yang diajukan untuk Wajib Pajak 
d. merekam, mencetak bukti dokumen (tanda terima dokumen) 
e. meneruskan berkas ke masing-masing seksi/ fungsi 
f. menyerahkan SPPT ke Wajib Pajak. 
 
 Bertambahnya fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
dengan fungsi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang 
meliputi Fungsi Pendataan dan Penilaian, Fungsi Pengolahan Data dan 
Informasi, Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan, Fungsi 
Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2 serta Fungsi 
Penagihan dan Penyuluhan. Terkait dengan penambahan fungsi tersebut, Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memerlukan kesiapan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang akan melaksanakan pengadministrasian PBB secara 
otonom. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat 





pula dalam menyukseskan pengalihan dan pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  
Dengan memperhatikan besarnya peran yang dimiliki oleh SDM, maka 
Dipenda Kabupaten Bone banyak melakukan pertimbangan dalam menganalisa 
dan menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan dalam mengelolah PBB-P2 ini. 
Dalam pengelolaan PBB-P2, Dipenda Kabupaten Bone melakukan perekrutan  
SDM dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang berasal dari pegawai 
internal Dipenda sendiri dan eksternal Dipenda dengan memperhatikan keahlian 
atau kompetensi khusus yang dimiliki dan dianggap sesuai dengan yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2. Banyaknya SDM yang direkrut dalam 
Kelompok Kerja (Pokja) pengelolaan PBB-P2 adalah sebanyak 41 orang dari 
lingkungan Dipenda sendiri dansatu orang pensiunan pegawai Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Bone sebagai tenaga pendamping untuk 
penilaian dan pengukuran tanah di lapangan. Perekrutan tenaga pendamping 
tersebut sifatnya tidak tetap atau lepas. Hal ini diperlukan untuk membantu 
pegawai Dipenda dalam melakukan kegiatan penilaian dan pengukuran tanah di 
lapangan. Belum adanya tenaga fungsional yang tetap seperti tenaga penilai 
seperti ini harus mendapatkan perhatian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bone. 
Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bone dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki adalah dengan 
mengikutsertakan pegawai yang telah direkrut pada diklat/pelatihan mengenai 
penilaian objek pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Watampone. KPP 
Watampone juga melakukan pelatihan-pelatihan lainnya yang diperlukan selama 
proses pengalihan PBB-P2 ini.Selain itu, diklat operator console serta pendataan 





mendatangkan instruktur dari Badan Diklat DJP dan terus mengikutsertakan 
pegawai yang direkrut pada diklat-diklat yang berhubungan dengan pengelolaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta magang di Kantor 
Pajak. Tujuan diadakannya kegiatan magang ini adalah untuk mengoptimalkan 
sumber daya manusia pada Dipenda Kabupaten Bone agar siap menerima 
pelimpahan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sampai saat 
dilakukannya penelitian ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone belum 
mengadakan perekrutan SDM tambahan yang diperlukan dalam pengelolaan 
PBB-P2 ini, namun terus melakukan peningkatan kualitas SDM. 
 
4.2.5. Sosialisasi 
 Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tentu 
memerlukan sosialisasi agar semua pihak terkait dapat mengetahui hal tersebut. 
Karena sosialisasi juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalam 
rangka menyukseskan pengelolaan PBB-P2 ini. Dengan memperhatikan hal 
tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bonetelah melakukan 
sosialisasi yang dimulai dari lingkungan internal Pemerintah Daerah meliputi 
Lurah/Kepala Desa, Camat, Petugas Pemungut (Kolektor) dan petugas lainnya, 
bank-bank penerima pembayaran, serta instansi terkait seperti BPN. Selain 
kepada pihak yang telah disebutkan pihak yang paling penting untuk mengetahui 
hal tersebut adalah masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dipenda Kabupaten Bone 
telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara 
diantaranya melalui media cetak seperi surat kabar, memasang papan himbauan 
pembayaran pajak di tempat-tempat umum, menyebarkan dan menempatkan 
leaflet/brosur mengenai PBB di tempat-tempat pelayanan masyarakat seperti 





masyarakat untuk memberikan penjelasan langsung melalui petugas pemungut 
(kolektor) yang telah ditunjuk oleh Dipenda pada desa/kelurahan masing-masing. 
Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat akan ikut 
berpartisipasi dalam mendukung suksesnya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini. Dukungan masyarakat 
tentu merupakan hal yang sangat penting karena masyarakatlah yang menjadi 
objek atau Wajib Pajak dalam pemungutan PBB-P2 ini. 
 
4.2.6. Pendanaan 
 Menurut Riyadi dan Dedy bahwa salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan adalah faktor 
pendanaan. Tersedianya dana dalam jumlah yang memadai untuk membiayai 
seluruh proses perencanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan 
perencanaan. Pemerintah Kabupaten Bone telah menyediakan dana dengan 
mengalokasikan anggaran pada APBD dalam pengalihan dan pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalokasian 
anggaran APBD tersebut, maka seluruh proses persiapan pengalihan PBB-P2 
mulai pada tahap perencanaan sampai pada implementasinya telah disediakan 
dananya. Penyediaan dana tersebut tentu didasari dengan adanya potensi yang 
besar dari PBB-P2 untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Bone. 
 
4.3. Faktor-faktor Pendukung dalam Persiapan Pelaksanaan 
Pengalihan PBB-P2 
1. Aturan yang Sudah Siap 
Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerima pengalihan dan 
pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditunjukkan 





tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan 
pembentukan susunan Kolompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Susunan Kelompok Kerja Pengelolaan PBB-P2 pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014. Kelompok Kerja pengelolaan 
PBB-P2 tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari 
sektor Pajak Bumi dan Bangunan dengan berupaya memaksimalkan 
peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan terhadap 
masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
2. Tersedianya Dana atau Pembiayaan 
Pemerintah Kabupaten Bone telah menyediakan dana dengan 
mengalokasikan anggaran pada APBD dalam pengalihan dan pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penyediaan dana oleh 
Pemerintah Kabupaten Bone tentu menjadi salah satu faktor pendukung dalam 
kegiatan persiapan pengalihan dan pengelolaan PBB-P2. Karena adanya dana 
yang memadai maka diharapkan rencana yang telah disusun dapat 
diimplementasikan dengan baik. 
3. Partisipasi SKPD Terkait 
Adanya dukungan dan partisipasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 





Daerah, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Bappeda 
dan lainnya, sangat membantu dalam perencanaan persiapan pengalihan PBB-
P2 ini. Adanya dukungan dari SKPD terkait diperlukan agar proses perencanaan 
sampai pada proses implementasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
4. Komitmen dari SDM 
Adanya komitmen dari Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah 
Dipenda Kabupaten Bone yang akan menangani pengelolaan PBB-P2. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan kesiapan mereka dalam menerima pengalihan dan 
pengelolaan PBB-P2 ini. 
5. Partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dan Bank-bank 
Menurut Riyadi dan Dedy bahwa tingkat keberhasilan program 
perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal. Adanya dukungan pihak eksternal terkait seperti Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama yang siap berkoordinasi dan memberikan informasi, saran, 
masukan, pertimbangan terhadap jalannya proses pengalihan dan pengelolaan 
PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, serta dukungan Bank Negara Indonesia, Bank 
Rakyat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri yang siap membantu dalam hal 
penyediaan fasilitas sebagai tempat pembayaran dalam pemungutan PBB-P2, 
yang tentunya akan memperlancar proses perencanaan sampai pada 
implementasinya. 
 
4.4. Faktor-faktor Penghambat dalam Persiapan Pelaksanaan 
Pengalihan PBB-P2 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, sejauh ini belum banyak hambatan 
berarti yang dihadapi. Dalam perencanaan memang akan selalu mendapatkan 





tersebutmasih bisa teratasi, baik yang diatasi oleh Dipenda Kabupaten Bone 
sendiri maupun dengan bantuan dari pihak lain seperti Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP). Adapun hambatan-hambatan yang masih dihadapi Dipenda Kabupaten 
Bone dalam proses persiapan dan pengelolaan PBB-P2, antara lain: 
1. Regulasi yang masih kurang terkait PBB-P2. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone masih mengharap adanya aturan-aturan dari 
Pemerintah Pusat mengenai pengelolaan PBB-P2 seperti pengurangan 
pajak, penilaian pajak dan lain-lain. Karena semua aturan sampai saat ini 
masih diadopsi dari DJP. 
2. Kualitas SDM mengenai penilaian dan pengukuran objek pajak di 
lapangan masih sangat perlu untuk dilatih atau mengikuti pelatihan 
mengenai penilaian dan pengukuran objek pajak. 
3. Masih terdapat data ganda Wajib Pajak sejak dilimpahkan kepada 
Dipenda Kabupaten Bone serta adanya Wajib Pajak yang sudah tidak 
berdomisili atau berada di tempat tinggal sebelumnya sehingga sulit akan 
melakukan penagihan. 
4. Menurut petugas penagih (kolektor) yang ditunjuk pada desa/kelurahan 
mengatakan adanya Objek Pajak yang masih tidak ditemukan. Oleh 
karenanya perlu diadakan perubahan. Selain itu, pihak desa dan 
kelurahan perlu untuk menginventarisir keakuratan data Wajib Pajaknya 
dengan mendata Objek Pajak yang baru dan menginventarisir Objek 
Pajak lama. 
 
4.5. Target Penerimaan pada Tahun Pertama Pengelolaan 
Penentuan target/pokok penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 





Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bonedidasarkan pada target/pokok 
dan realisasi penerimaan lima tahun sebelumnya mulai pada tahun 2009 sampai 
tahun 2013 ketika PBB-P2 masih dikelolah oleh Pemerintah Pusat melalui 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target/pokok dan realisasi penerimaan PBB-P2 
lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.3. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Berdasarkan APBN 








Perdesaan 5.913.381.000 7.408.085.129 125,28% 
Perkotaan 2.458.592.000 3.612.071.335 146,92% 
Jumlah 8.371.973.000 11.020.156.464 131,63% 
2010 
Perdesaan 6.035.863.888 7.811.814.706 129,42% 
Perkotaan 2.439.005.310 3.624.436.631 148,60% 
Jumlah 8.474.869.198 11.436.251.337 134,94% 
2011 
Perdesaan 4.928.105.279 7.497.924.411 152,15% 
Perkotaan 2.061.415.857 4.901.261.645 237,76% 
Jumlah 6.989.521.136 12.399.186.056 177,40% 
2012 
Perdesaan 4.359.134.900 7.223.735.913 165,71% 
Perkotaan 3.466.270.223 4.734.589.310 136,59% 
Jumlah 7.825.405.123 11.958.325.223 152,81% 
2013 
Perdesaan 8.382.178.615 9.464.511.183 112,91% 
Perkotaan 5.199.036.080 5.077.695.355 97,67% 
Jumlah 13.581.214.695 14.542.206.538 107,08% 
 
Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 
 
Tabel di atas menunjukkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten 
Bone sudah baik dilihat dari nilai Tax Performance Index (TPI) yang selalu 
melebihi target/pokok pencapaian setiap tahunnya. TPI merupakan parameter 
yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas pajak dengan cara 
membandingkan antara realisasi pendapatan dengan rencana/target 





tahun 2011 sebesar 177,40%, tahun 2012 sebesar 152,81%, dan tahun 2013 
sebesar 107,08%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-
P2 di Kabupaten Bone lima tahun terakhir sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 
menunjukkan angka penerimaan yang efektif. Meskipun pada tahun 2012 dan 
2013 angka penerimaan tersebut secara persentase mengalami penurunan dari  
tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sebesar 152,81% dan tahun 2013 sebesar 
107,08%. Namun angka penerimaan tersebut tetap melebihi dari target/pokok 
yang ditetapkan dan penerimaan pada tahun itu tetap menunjukkan angka yang 
efektif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bone, diperoleh data untuk pokok ketetapan penerimaan 
PBB-P2 pada tahun pertama pengelolan yaitu tahun 2014 per Kecamatan adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.4. Daftar Pokok Ketetapan Penerimaan PBB-P2 per Kecamatan di 
Kabupaten Bone Tahun 2014 
No. Kecamatan Pokok Ketetapan 
1 Mare  Rp.      687.906.438,00 
2 Barebbo Rp.      773.903.307,00 
3 Ponre Rp.      263.027.840,00 
4 Salomekko Rp.      232.073.926,00 
5 Bontocani Rp.      223.021.899,00 
6 Tanete Riattang Timur Rp.   1.204.850.238,00 
7 Ajangale Rp.      840.033.369,00 
8 Tellu Siattinge Rp.      806.492.904,00 
9 Bengo Rp.      643.624.519,00 
10 Ulaweng Rp.      503.682.752,00 
11 Tellu Limpoe Rp.      202.076.749,00 
12 Kajuara Rp.      515.789.596,00 
13 Tonra Rp.      359.571.127,00 





15 Lappariaja Rp.      450.498.195,00 
16 Libureng Rp.      527.970.373,00 
17 Palakka Rp.      552.897.493,00 
18 Lamuru Rp.      426.543.917,00 
19 Amali Rp.      598.561.475,00 
20 Awangpone Rp.      705.270.016,00 
21 Kahu Rp.   1.122.233.825,00 
22 Sibulue Rp.   1.005.924.559,00 
23 Dua Boccoe Rp.   1.136.832.327,00 
24 Patimpeng Rp.      340.983.403,00 
25 Tanete Riattang Rp.   2.111.689.495,00 
26 Cenrana Rp.      746.879.472,00 
27 Tanete Riattang Barat Rp.   2.888.850.444,00 
 Jumlah Rp. 20.499.255.540,00 
Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten di atas, total pokok ketetapan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten 
Bone pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 20.499.255.540,00. Berdasarkan 
angka pokok ketetapan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
menargetkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 sebesar Rp. 
18.507.632.241,00. Target yang ditetapkan dengan APBD tersebut tidak terlalu 
tinggi, hanya 90% dari angka pokok ketetapan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan 
mengingat tahun 2014 merupakan tahun pertama pengelolaan PBB-P2 oleh 
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan juga 
berdasar adanya penurunan angka realisasi secara persentase pada dua tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 meskipun angka tersebut tetap 
melampaui target yang ditetapkan. Pada tahap awal pengalihan dan pengelolaan 
PBB-P2 ini tentu masih banyak yang perlu disesuaikan dan akan menjadi 






1. Dalam persiapan  pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone telah melakukan berbagai persiapan terkait 
dengan pembuatan peraturan tentang pengelolaan PBB-P2, kerjasama 
dengan pihak terkait, pengadaan sarana dan prasarana, pembentukan 
organisasi dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan 
mengelolah PBB-P2, proses sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait 
baik di lingkungan internal Pemerintah Daerah maupun pihak eksternal, 
serta penyediaan dana atau pembiayaan dari APBD. Dengan melihat 
semua aspek tersebut maka sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bone sudah siap untuk menerima pengalihan dan pengelolaan PBB-P2 
walaupun masih memiliki beberapa kendala, namun masih dapat diatasi 
baik dari pihak Dinas Pendapatan Daerah sendiri maupun dengan 
bantuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga dengan berbagai 
kekurangan yang akan terus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. 
Karena persiapan yang baik dan matang akan membuat pengelolaan  
dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa harus menghadapi 
hambatan-hambatan yang begitu berarti dan tentunya diharapkan bisa 
menggali potensi PBB-P2 yang ada di Kabupaten Bone yang akan 
menjadi kekuatan bagi Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang 
pembangunan yang lebih cepat dan lebih baik di Kabupaten Bone. 
2.a.  Faktor-faktor pendukung dalam persiapan pelaksanaan pengalihan 
PBB-P2 yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone melalui pembentukan susunan Kelompok Kerja 





1. Aturan yang sudah siap, ditunjukkan dengan dibuatnya Peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
serta Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, dalam rangka upaya untuk memaksimalkan peningkatan 
kinerja SDM dan pelayanan terhadap masyarakat.  
2. Tersedianya dana atau pembiayaan dengan mengalokasikan 
anggaran pada APBD dalam pengalihan dan pengelolaan PBB-P2. 
3. Partisipasi SKPD terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, 
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Organisasi dan Kepegawaian 
Daerah, Bagian Hukum, Bappeda dan lainnya. 
4. Komitmen dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menangani 
pengelolaan PBB-P2 dengan menunjukkan motivasi yang tinggi dan 
kesiapan mereka dalam menerima pengalihan dan pengelolaan PBB-
P2 ini. 
5. Partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang 
siap berkoordinasi dan memberikan informasi, saran, masukan, 
pertimbangan terhadap jalannya proses pengalihan dan pengelolaan 
PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, serta dukungan dari Bank-bank yang 
telah dilakukan kerjasama dalam hal ini BNI, BRI dan Bank Syariah 
Mandiri yang siap membantu dalam penyediaan fasilitas sebagai 





2.b. Faktor-faktor penghambat dalam persiapan pelaksanaan pengalihan 
PBB-P2 yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone melalui pembentukan susunan Kelompok Kerja 
pengelolaan PBB-P2, yaitu: 
1. Regulasi yang masih kurang terkait PBB-P2, dimana Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone masih mengharap adanya aturan-aturan dari 
Pemerintah Pusat mengenai pengelolaan PBB-P2 seperti 
pengurangan pajak, penilaian pajak dan lain-lain. Karena semua 
aturan sampai saat ini masih diadopsi dari DJP. 
2. Kualitas SDM mengenai penilaian dan pengukuran objek pajak di 
lapangan masih sangat perlu untuk dilatih atau mengikuti pelatihan 
mengenai penilaian dan pengukuran objek pajak. 
3. Masih terdapat data ganda Wajib Pajak sejak dilimpahkan kepada 
Dipenda Kabupaten Bone serta adanya Wajib Pajak yang sudah tidak 
berdomisili atau berada di tempat tinggal sebelumnya sehingga sulit 
akan melakukan penagihan. 
4. Menurut petugas penagih (kolektor) yang ditunjuk pada 
desa/kelurahan mengatakan adanya Objek Pajak yang masih tidak 
ditemukan. Oleh karenanya perlu diadakan perubahan. Selain itu, 
pihak desa dan kelurahan perlu untuk menginventarisir keakuratan 
data Wajib Pajaknya dengan mendata Objek Pajak yang baru dan 
menginventarisir Objek Pajak lama. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki pembahasan yang terbatas. Dalam penelitian ini, 
peneliti hanya membahas mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten 





Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah yang terkait dengan kesiapan 
peraturan pengelolaan PBB-P2, kerjasama dengan pihak terkait, pengadaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengelolah PBB-P2, kesiapan 
organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelolah PBB-P2, 
proses sosialisasi yang dilakukan, penyediaan dana atau pembiayaan dalam 
pengalihan dan pengelolaan PBB-P2 serta faktor-faktor yang menjadi pendukung 
dan penghambat dalam persiapan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah di Kabupaten Bone. 
Selain itu, ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan pada tingkat 
pengelolah PBB-P2 yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Peneliti 
tidak melakukan penelitian di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, di mana 
tingkatan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kesiapan 
pelaksanaan pengelolaan PBB-P2. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian 
selanjutnya yang akan membahas topik yang sama, agar memperluas ruang 
lingkup penelitian yang dilakukan. 
 
5.3. Saran 
 Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebaiknya melakukan 
perekrutan pegawai tetap yang ahli dan mengerti tentang penilaian dan 
pengukuran objek pajak seperti merekrut pegawai tetap dari Badan 
Pertanaham Nasional yang tentunya paham akan masalah seperti itu. 
Tidak melakukan perekrutan yang sifatnya tidak tetap atau lepas agar 
pengelolaan PBB-P2 mungkin lebih baik lagi. Begitu juga dengan tenaga-





misalnya merekrut pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak maupun SKPD-
SKPD terkait yang paham betul mengenai PBB-P2 ini agar pengelolaan 
PBB-P2 akan berjalan dengan lancar dan baik tanpa menghadapi 
hambatan-hambatan yang berarti. 
2. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone segera 
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai adanya data 
ganda Wajib Pajak agar sesegera mungkin dapat dilakukan perubahan 
tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi melalui 
KPP Pratama Watampone yang sebelumnya melakukan pelimpahan 
pengelolaan PBB-P2 tersebut untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan dalam hal perubahan data ganda tersebut. Selain itu, Dipenda 
Kabupaten Bone juga dapat melakukaan koordinasi melalui 
desa/kelurahan mengenai data Wajib Pajak yang ada pada 
desa/kelurahan masing-masing. 
3. Adanya Wajib Pajak yang sudah tidak berdomisili atau berada di tempat 
tinggal sebelumnya, sebaiknya dengan sesegera mungkin juga dilakukan 
pendataan kembali oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
melalui pihak-pihak terkait seperti koordinasi melalui pihak 
desa/kelurahan. Karena hal tersebut akan menyulitkan kolektor yang telah 
ditunjuk untuk melakukan penagihan apabila Wajib Pajak bersangkutan 
belum melakukan pembayaran secara langsung. 
4. Dinas Pendapatan Daerah perlu menghimbau kepada pihak desa dan 
kelurahan untuk menginventarisir keakuratan data Wajib Pajaknya 
dengan mendata Objek Pajak yang baru dan menginventarisir Objek 





Pajak dan Wajib Pajak yang ada lebih akurat untuk menunjang 
penerimaan PBB-P2 yang efektif. 
5. Sosialisasi mengenai PBB-P2 harus terus dilakukan, agar semua lapisan 
masyarakat  dapat memahami dengan baik tentang PBB-P2 ini dan 
memberi arahan untuk melakukan pembayaran PBB-P2 secara langsung 
di tempat-tempat yang telah ditunjuk agar mengurangi beban Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melalui kolektor yang ditunjuk pada 
kelurahan atau desa masing-masing. Selain itu, melalui sosialisasi-
sosialisasi yang dilakukan, Dipenda perlu memberikan penjelasan tentang 
pentingnya dan manfaat membayar PBB-P2 dalam menopang 
pembangunan yang lebih cepat dan lebih baik di Kabupaten Bone, agar 
kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk memenuhi kewajiban 
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